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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini bangsa Indonesia menjalankan sistem pemerintahan yang bersifat
desentralistik sebagai perwujudan dari prinsip demokrasi, peran serta masyarakat,
pemerataan, keadilan serta memperhatikan potensi keanekaragaman daerah. Pada
masa Orde Baru, sistem pemerintahan bersifat sentralistik yang mengakibatkan
adanya ketidakseimbangan pada pendapatan dan pengelolaan keuangan antara
pemerintah dacrah dan pemerintah pusat. Sumber daya potensial yang dimiliki oleh
pemerintah daerah sebagian besar dikirim ke pemerintah pusat sehingga pemerintah
daerah mempunyai tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat.
Untuk mengurangi ketidakseimbangan tersebut, pemerintah memberlakukan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 1999 muncul karena adanya pergeseran sistem pemerintahan dari
sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. Oleh karena itu, diperlukan
perubahan dalam sistem pengélolaan keuangan pemerintah daerah. Perubahan

terscbut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada daerah yang



berdasarkan pada asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan
bertanggungjawab. Otonomi bersifat luas karena kewenangan justru berada pada
daerah (seperti pada negara federal), disebut nyata karena kewenangan yang
diselenggarakan itu menyangkut yang d.iperlukan, tumbuh, hidup dan berkembang dj.
daerah. Sedangkan disebut bertanggungjawab karena kewenangan yang diserahkan
itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah (Surbakti, 2001).
Hal itu meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat agar semakin baik,
kehidupan yang demokratis, adil, rata dan hubungan yang serasi dalam Republik
Indonesia (Pristwanto, 2001).

Kedua undang-undang tersebut juga memberikan _makna otonomi atau
desentralisasi yang tegas dan sesuai dengan makna asli yang terkandung di dalamnya,
yaitu kebebasan, self independence dan dispersion of power dari Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1974 sehingga dalam kerangka formulasi dan implementasi otonomi,
yang dituntut oleh daerah-daerah sebenarnya adalah adanya keadilan, baik keadilan
yang menyangkut permasalahan pembagian dan penggunaan kewenangan maupun
yang berkenaan dengan keuangan dan pendapatan. Karena selama ini, dalam hal
kewenangan dan keuangan selalu terletak di tangan pemerintah pusat, sehingga
pemerintah daerah hanyalah sebagai pelaksana saja (Affandi, 2001).

Berkaitan dengan keuangan daerah, masing-masing daerah dihadapkan pada
permasalahan pengelolaan {(manajemen) keuangan b‘aik pada sisi penerimaan maupun
belanja/pengeluaran daerah. Manajemen pengelolaan daerah merupakan usaha atau

kegiatan untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan sebagai sumber pembiayaan dan




penggunaan dana secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang
telah ditetapkan.

Untuk itu dalam merespon tuntutan yang semakin banyak beragam tersebut
pemerintah daerah perlu memiliki sistem manajemen keuangan publik yang handal.
Hal ini sangat penting karena masalah burnknya manajemen keuvangan publik telah
mengakibatkan anggaran publik yang tidak efektif dan efisien (seperti bocornya
anggaran) dan kinerja sektor publik yang mengecewakan masyarakat. Peningkatan
kualitas pelayanan hanya bisa tercapai dengan pemanfaatan dana oleh pemerintah
daerah yang benar-benar terarah untuk pelayanan publik yang optimal melalui proses
penganggaran secara baik.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi
terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki
kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri,
mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk
membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya.

Pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif
dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan,
Sumber daya keuangan inilah yang merupakan salah satu dasar kriteria untuk
mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya
sendiri. Dengan demikian masalah keuangan merupakan masalah penting' dalam
setiap kegiatan pemerintah di dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerah
karena tidak ada kegiatan pemerintah yang tidak membutuhkan biaya, selain itu

faktor keuangan ini merupakan faktor penting di dalam mengukur tingkat




kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Kemampuan daerah yang
dimaksud dalam pengertian tersebut adalah sampai seberapa jauh daerah dapat
menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa
harus selalu menggantungkan diri pada bantuan dan subsidi pemerintak pusat.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kevangan Negara Pasal 31
yang mengatur bahwa kepala daerah harus memberikan pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan
tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus
Kas dan Catatan Atas Laporan Keunangan yang dilampiri dengan laporan keuangan
perusahaan daerah (Nordiawan,:2007 : 141)., Agar laporan keuangan pemerintah
daerah bermanfaat untuk pengambilan keputusan, maka laporan keuangan harus
memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, handal dan dapat
dipahami (Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 : 38).

Dalam praktiknya, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah banyak
mengalami kendala antara lain keterbatasan sumber daya manusia baik kualitas
maupun kuantitas, sistem akuntansi yang belum didasarkan pada Peraturan Daerah .
tentang Pokck-Pokok Pengelolaan Keunangan Daerah dan kebijakan akuntansi yang
belum dilandasi oleh Peraturan Kepala Daerah untuk dapat melaksanakan
pengelolaan keuangan daerah dan juga terbatasnya pemahaman aparat terhadap
laporan keuangan, Wujud dari keterbatasan tersebut dapat dilihat dari opini vang
diberikan oleh BPK atas Laporan Kenangan Pemerintah Daerah adalah sebagian

besar memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (Suwarno, 2007 : 2).



Penilaian kinerja keuangan dengan analisis kevangan merupakan suatu usaha
untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang
tersedia. Analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai oleh suatu daerah
dari satu periode terhadap periode-periode sebelumnya sehingga dapat diketahui
bagaimana kecenderungan yang terjadi. Kita dapat mengukur kinerja suatu
pemerintahan dengan me{xggunakan angka-angka yang terdapat di dalam Laporan
Realisasi APBD.

Kita dapat mengukur kinerja pemerintah daerah dengan membandingkan
angka realisasi anggaran dengan angka anggaran, membandingkan realisasi tahun ini
dengan realisasi tahun sebelumnya atau membandingkan kinerja suatu pemerintah
daerah dengan pemerintah daerah lain yang terletak di wilayah yang berdekatan dan
kondisinya yang hampir sama. Setelah dilakukan pengukuran kinerja pemerintah
daerah pada tahun yang bersangkutan, akan lebih baik jika dilakukan pengukuran
kinerja secara berkesinambungan agar dapat dilihat bagaimana kondisi kemampuan
keuangan pemerintah daerah dan seberapa besar kenaikan atau penurunan kinerja
pémerintah daerah tersebut. Bastian (2006 : 275), pengukuran kinerja secara
b'erkelanjutan akan memberikan umpan balik sehingga upaya perbaikan secara terus
menerus akan mencapai keberhasilan di masa mendatang. Oleh karena itu, akan lebih
baik jika pengukuran kinerja pemerintah dilakukan selama beberapa periode, tidak
hanya untuk satu periode saja.

Penulis tertarik meneliti kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi

Sumatera Barat karena merupakan tempat domisili penulis saat ini dan dibandingkan




dengan Kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau karena letak kedua
provinsi ini yang berdekatan secara geografis, yang sangat berbeda dalam penerimaan
opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada tahun 2009, yakni
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat memperoleh disclaimer (BPK tidak
memberikan pendapat) sedangkan pemerintah daerah Provinsi Rian mendapatkan

opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Penilaian Kinerja Keuangan

Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau”.

1.2 Rumusan Masalah
| Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah
yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:
1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Riau?
3. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Barat dengan Provinsi Riau?
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1 Tujuan Penelitian
Tujuan dari penellitian ini adalah:
a. Untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera
Barat.

b. Untuk mengetahui kinerja kenangan pemerintah daerah Pravinsi Riau.



c. Untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan pemerintah daerah

Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian adalah:

a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertfimbangan dalam wusaha untuk
mengevaluasi dan menyempurnakan kekurangan yang mungkin ada dalam
pengelolaan kevangan pemerintah daerah yang ditunjukkan oleh kinerja
keuangan pgmerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau.

b. Memberi pengetahuan bagi penulis mengenai cara menganalisis kinelja
keuangan pemerintah daerah. ]

¢. Menambah kepustakaan dan wawasan bagi pembaca.

1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika dalam penulisan skripsi ini dijelaskan sebagai berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
Berisi penjelasan mengenai latar belakang pemilihan judul,
perumusan masalah se'rta.tujuan dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI .

-Berisi penjelasan mengenai landasan teori yang mendasari
penelitian, tinjauan umum mengenai variabel dalam penelitian, dan
pengembangan kerangka pemikiran serta hipotesis penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi penjelasan mengenai variabel penclitian dan definisi

operasional variabel, jenis dan sumber data dari variabel penelitian,



metode pengumpulan data yang digunakan, dan metode analisis
dalam penelitian.
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut
mencakup gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan
hasil analisis perhitungan serta pembahasan.
BAB V : PENUTUP
Berisi penjelasan mengenai kesimpulan dari hasil yang diperoleh
setelah dilakukan penelitian. Kemudian, disajikan keterbatasan serta

saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi penelitian selanjutnya.



BAB 11
LANDASAN TEORI

2.1 Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani (2003 : 223), kinerja seseorang merupakan
kombinasi dari kemampuan usaha dan kesempatan yang dapat dinilai dari hasil
kerjanya. Veizal Rivai (2004 : 309) mengemukakan Kkinerja adalah merupakan
perilaku yang nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang
dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan.

Pengertian instansi pemerintah dalam Penetapan Kinerja Pemerintah adalah
sebuah kolektif dari unit organisasi pemerintahan yang menjalankan tugas dan
fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, meliputi Kementerian Koordinator/
Kementerian Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen, pemerintah
provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten serta lembaga-lembaga
pemerintahan yang menjalankan fungsi pemerintahan dengan menggunakan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan atau Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD).

Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat
pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabatan dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang

ditetapkan.



Mardiasmo (2005 : 121), pengukuran kinerja sangat penting 'untuk menilai
akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang
lebih baik. Dimilikinya sistem pengukuran kinerja yang handal (reliable) mefupakan
salah satu faktor kunci suksesnya organisasi.

Sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan
untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur
finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat
pengendalian organisasi, karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan
reward and punishment system.

Tujuan sistem pengukuran kinetja secara umum, yaitu (Mardiasmo, 2005 :
122):

a) Untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik (top down dan bottom
up).

b) Untuk mengukur kinerja keuangan dan non keuangan secara berimbang
sehingga dapat ditelusur perkembangan pencapaian strategi.

¢) Untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer level menengah dan
bawah serta memotivasi untuk mencapai goal congruence.

d) Sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan
kemampuan kolektif yang rasional.

Manfaat pengukuran kinerja yakni sebagai berikut:

a) Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai
kinerja manajemen.

b) Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
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d)

f)

g)
h)

1.

Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan

membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif
untuk memperbaiki kinerja.

Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman (reward and
punishment) secara opbyektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai
dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.

Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka
memperbaiki kinerja organisasi.

Membantu mengidentifikasikan apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
Membantu memahami proses kegiatan instansi p'emerintah.

Memastikan bahwa pengambilan keputusan dilakukan secara obyektif.

Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja sebagai berikut

(Mardiasmo, 2005 : 123):

Informasi finansial

Penilaian laporan kinerja finansial divkur berdasarkan pada anggaran yang
telah dibuat.

Informasi nonfinansial

Informasi nonfinansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses
pengendalian manajemen.

Indikator kinerja digunakan sebagai indikator pelaksanaan strategi yang telah

ditetapkan. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah

suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif. Indikator
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untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda tergantung pada tipe pelayanan yang

dihasilkan (Mardiasmo, 2005 : 125).

2.2 Konsep AKkuntabilitas

Secara  sederhana, akuntabilitas (accountability) diartikan sebagai
pertanggungjawaban. Apabila dilihat dari aspek akuntansi dan manajemen
pemerintah, tim Studi Akuntabilitas Kinetja Instansi Pemerintah (BPKP)
mendefinisikannya sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-
tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui svatu media
pertanggungjawaban secara periodik.

Mardiasmo (2005 : 20-22), akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak
pemegang amanah (agenf) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Dalam konteks organisasi
pemerintah, akuntabilitas publik a_d_al.;alh pemberian informasi dan disclosure atas
aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan
dengan laporan tersebut. Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus bisa menjadi
subyek pemberi informasi dalam rangka permenuhan hak-hak publik. Ellwood (1993)
menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh

organisasi sektor publik yaitu:
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a. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for probity
and legality).
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan
sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan
terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan
sumber dana publik.

b. Akuntabilitas proses (process accountability).
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam
melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi
akuntansi, sistem informasi manajemen, dan prosedur administrasi.
Akuntabilitas proses termanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik
yang cepat, responsif, dan murah biaya.

c. Akuntabilitas program (program accountability).
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang
ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan
alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang
minimal.

d. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability).
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah.
Affandi (2001) mengemukakan bahwa akuntabilitas keuangan adalah

kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan,
melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan

dan penggunaan uang publik kepada pihak-pihak yang memiliki hak dan wewenang
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untuk meminta pertanggungjawaban tersebut, yakni DPR/DPRD dan masyarakat

umum. Sehingga aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam aktivitas

kenangan adalah:

L.

Aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran, artinya setiap transaksi yang

terjadi harus dapat ditacak otoritasnya.

Adanya pengelolaan kevangan secara baik, perlindungan terhadap aset fisik

dan finansial serta mencegah terjadinya pemborosan dan salah arus.

Fungsi dan jenis akuntabilitas yaitu:

Fungsi Akuntabilitas

Menurut Douglas (dalam Nurkholis, 2000), dalam bukunya yang berjudul

“Governmental and Nonprofit Organizations: Theory and Practices”

menyatakan bahwa accountability mempunyai tiga fungsi yaitu:

a) Menyajikan informasi mengenai keputusan-keputusan dan tindakan-
tindakan yang diambil selama beroperasinya suatu entitas (satuan usaha)
tersebut.

b) Memungkinkan pihak luar (misalnya legislatif, auditor dan masyarakat
luas) untuk mereview informasi tersebut.

¢) Mengambil tindakan korektif jika dibutuhkan.

Jenis Akuntabilitas

Mardiasmo (2005 : 21) mengkategorikan akuntabilitas menjadi dua macam

yaitu akuntabilitas vertikal (vertical accuntability} dan akuntabilitas horizontal

(horizontal accuntability).
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Sedangkan Rosjidi (2001 : 145) menyebutkan kedua akuntabilitas tersebut

sebagai akuntabilitas internal (internal accountability) dan akuntabilitas

eksternal (external accountability).

a) Akuntabilitas Vertikal (Internal)
Akuntabilitas vertika} merupakan pertanggungjawaban atas pengelolaan
dana kepada otoritas yang lebih tinggi, yang berlaku bagi setiap tingkatan
dalam organisasi internal penyelenggara negara termasuk pemerintah.
Setiap pejabat atau petugas publik baik individu atau kelompok secara
hierarki berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada atasan
langsungnya secara build in mengenai perkembangan kin_erja atau hasil
pelaksanaan kegiatannya secara periodik maupun sewaktu-waktu bila
diperlukan. Misalnya pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban peinerintah
daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR.

b) Akuntabilitas Horizontal (Eksternal)
Akuntabilitas horizontal melekat pada setiap lembaga negara sebagai
suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan semua yang telah
diterima dan  dilaksanakan ataupun perkembangannya untuk
dikomunikasikan kepada pihak eksternal (masyarakat luas) dan
lingkungannya (public or external accountability and environment).

2.3 Laporan Keuangan Pemerintah
Mardiasmo, 2005 : 159-160. Laporan keuangan organisasi sektor publik

merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik.
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Adanya tuntutan yang semakin besar terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik
menimbutkan implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi
kepada publik, salah satunya adalah informasi akuntansi yang berupa laporan
kenangan, Dilihat dari sisi manajemen perusahaan, laporan keuangan merupakan alat
pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial sedangkan dari sisi pemakai eksternal,
laporan keuangan merupakan bentuk mekanisme pertanggungjawaban dan sebagai
dasar untuk pengambilan keputusan.

Kerangka konseptual SAP dalam Nordiawan, 2007 : 34-36, peranan pelaporan
keuangan yaitu laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan
mengenai posisi keuangan dan selu_ruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas
pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan
untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembia;aan
dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi
efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan serta ﬁlembanm menentukan
ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang
" bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan
baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik dengan menyediakan informasi
mengenai:

a. Kecukupan penerimaan petiode berjalan untuk membiayai seluruh
pengeluaran.

b. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan

anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
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. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas
pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d. Bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi
kebutuhan kasnya.

e. Posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-
sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang,
termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.

f. Perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan
atan penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode
pelaporan.

Komponen laporan keuangan pokok terdiri atas:
. a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
b) Neraca
¢) Laporan Arus Kas
d) Catatan atas Laporan Keuangan
Acuan wajib dalam penyusunan laporan keuangan bagi seluruh organ
pemerintahan baik di pusat maupun di daerah yakni Standar Akuntansi Pemerintah
yang ditnangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
Mardiasmo (2005 : 161-162), secara umum tujuan dan fungsi laporan
keuangan sektor publik adalah:
a) Kepatuhan dan pengelolaan (compliance and stewardship).
Laporan keuangan digunakan untuk memberikan jaminan kepada pengguna

laporan keuangan dan pihak otoritas penguasa bahwa pengelolaan sumber
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b)

d)

daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan lain yang
telah ditetapkan.

Akuntabilitas dan pelaporan restrospektif (accountability and restrospective
reporting).

Laporan keuvangan digunakan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada
publik. Laporan keuangan digunakan untuk memonitor kinerja dan
mengevaluasi manajemen, memberikan dasar untuk mengamati frend antar
kurun waktu, pencapaian atas fujuan yang telah ditetapkan, dan
membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis jika ada.
Perencanaan dan informasi otorisasi (planning and authorization
information).

Laporan keuangan berfungsi untuk memberikan dasar perencanaan kebijakan
dan aktivitas di masa yang akan datang serta untuk memberikan informasi
pendukung mengenai otorisasi penggunaan dana.

Kelangsungan organisasi (viability).

Laporan keuangan berfungsi untuk membantu pembaca dalam menentukan
apakah suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan
barang dan jasa (pelayanan) di masa yang akan datang.

Hubungan masyarakat (public relation).

Laporan keuangan berfingsi untuk memberikan kesempatan kepada
organisasi untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai

kepada pemakai yang dipengaruhi, karyawan, dan masyarakat. Laporan
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keuangan berfungsi sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak-pthak
lain yang berkepentingan.

f) Sumber fakta dan gambaran (source of facts and figures).
Laporan keuangan bertujuan untuk memberikan informasi kepada berbagai
kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih dalam.
Drebin et al. (1981) mengidentifikasikan terdapat sepuluh kelompok pemakai

laporan keuangén yaitu:

1. Pembayar pajak (taxpayers).

2. Pemberi dana bantuan (grantors).

3. Investor.

4. Pengguna jasa (fee-paying service recipients).

5. Karyawan/pegawai.

6. Pemasck (vendor).

7. Dewan legislatif.

8. Manajemen.

9. Pemilih (voters).

10. Badan pengawas (ovefsight bodies).
Anthony mengklasifikasikan terdapat lima kelompok pemakai laporan

keunangan sektor publik, yakni:

1. Lembaga pemerintah {(governing bodies).

2. Investor dan kreditor.

3. Pemberi sumber daya (resource providers).

4, Badan pengawas (oversight bodies).
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5. Konstituen.

Pengklasifikasian pemakai laporan keuangan yang dilakukan Anthony adalah
dengan mempertimbangkan semua organisasi nonbisnis, bukan untuk organisasi
pemerintahan saja, sedangkan Drebin et al. mengklasifikasikan pemakai laporan
keuangan untuk sektor pemerintah saja (Mardiasmo, 2005 : 168-170).

Pada dasarnya masyarakat (publik) memiliki hak dasar terhadap pemerintah,
yaitu (Mardiasmo, 2005 : 171-172):

a. Hak untuk mengetahui (right fo know), yakni:

- Mengetahui kebijakan pemerintah.

- Mengetahui keputusan yang diambil pemerintah.

- Mengetahui alasan dilakukannya suatu kebijakan dan keputusan tertentu. -

b. Hak untuk diberi informasi (right to be informed) yang meliputi hak untuk
diberi penjelasan secara terbuka atas permasalahan-permasalahan tertentu
yang menjadi perdebatan publik.

c. Hak untuk didengar aspirasinya (right tc:; be heard and to be listened to).

Kebutuhan informasi pemakai laporan kenangan pemerintah dapat diringkas
sebagai berikut: :

1. Masyarakat pengguna pelayanan publ\ik membutuhkan informasi atas biaya,
harga, dan kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Masyarakat pembayar pajak dan pemberi bantuan ingin mengetahui
keberadaan dan penggunaan dana yang telah diberikan.

3. Kreditor dan investor membutuhkan informasi untuk menghitung tingkat

risiko, likuiditas, dan solvabilitas.
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4. Parlemen dan kelompok politik memerlukan informasi keuangan untuk
melakukan fungsi pengawasan, mencegah terjadinya laporan yang bias atas
kondisi keuangan pemerintah, dan penyelewengan keuangan negara.

5. Manajer publik membutuhkan informasi akuntansi sebagai komponen sistem
informasi manajemen untuk membantu perencanaan dan pengendalian
organisasi, pengukuran kinerja dan membandingkan kinerja organisasi antar
kurun waktu dan dengan organisasi lain yang sefenis.

6. Pegawai membutuhkan informasi atas gaji dan manajemen kompensast.

2.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Wikipedi-a.org memuat definisi anggaran menurut National Committee on
Governmental Accounting (NCGA) yang saat ini menjadi Governmental Accounting
Standarts Board (GASB), anggaran (budget) adalah rencana operasi keuangan, yang
mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang
diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu.

Perencanaan dalam menyiapkan anggaran sangatlah penting. Bagaimanapun
juga jelas mengungkapkan apa yang akan dilakukan dimasa mendatang. Pemikiran
strategis di setiap organisasi adalah proses dimana manajemen berfikir tentang
pengintegrasian aktivitas organisasional ke arah tujuan yang berorientasi ke sasaran
masa mendatang. Semakin bergejolak lingkungan pasar, teknologi atau ekonomi
eksternal, manajemen akan didorong untuk menyusun stategi. Pemikiran strategis
manajemen, direalisasi dalam berbagai perencanaan, dan proses integrasi keseluruhan

ini didukung prosedur penganggaran organisasi.
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Anggaran berfungsi sebagai:

Hasil akhir proses penyusunan rencana kerja.

Cetak biru akivitas yarig akan dilaksanakan di masa mendatang.

Alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit kerja dan
mekanisme kerja antar atasan dan bawahan.

. Alat pengendalian unit kerja.

. .Alat motivasi dan persuasif tindakan efektif dan efisien dalam pencapaian visi

7 organisasi.
Instrumen politik.
Instrumen kebijakan fiskal.

Anggaran dapat dikatakan sebagai sebuah rencana finansial yang menyaiakan

(Nordiawan, 2007 : 48):

1. Rencana-rencana organisasi untuk melayani masyarakat atau aktivitas lain

yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi dalam pelayanan.

. Estimasi besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam merealisasikan
rencana tersebut.

. Perkiraan sumber-sumber mana “saja yang akan menghasilkan pemasukan
serta seberapa besar pemasukan tersebut.

Beberapa fungsi anggaran dalam manajemen organisasi sektor publik, antara

lain (Nordiawan, 2007 : 48-49):

a. Anggaran sebagai alat perencanaan
Organisasi tahu apa yang harus dilakukan dan ke arah mana kebijakan yang

dibuat.
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. Anggaran sebagai alat pengendalian

Organisasi dapat menghindari adanya pengeluaran yang terlalu besar
(overspending) atau adanya penggunaan dana yang tidak semestinya
(misspending).

. Anggaran sebagai alat kebijakan

Organisasi dapat menentukan arah atas kebijakan tertentu.

. Anggaran sebagai alat politik

Dapat dilihat komitmen pengelola dalam melaksanakan program-program
yang telah dijanjikan.

. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Dapat méngetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang akan dilakukan
oleh bagian/unit kerja lainnya.

Anggaran sebagai alat penilaian kinerja

Menjadi patokan apakah suatu bagian/unit kerja telah memenuhi target baik
berupa terlaksananya aktivitas maupun terpenuhinya efisiensi biaya.

. Anggaran sebagai alat motivasi

Sebagat alat komunikasi dengan menjadikan nilai-nilai nominal yang
tercantum sebagai target pencapaian. |

Tujuan proses penyusunan anggaran sektor publik yaitu:

Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi
antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.
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¢. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR
atau MPR dan masyarakat.

Wikipedia.org juga memuat mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD). APBD adalah rencana kevangan tahunan pemerintah daerah di
Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). APBD
ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa satu
tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

APBD terdiri atas:

1. Anggaran pendapatan yang terdiri dari:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi pajak daerah, retribusi

daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain.

b) Bagian dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi

Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus.

¢} Lain-Jain pendapatan yang sah seperti dana hibah atau dana darurat.

2. Anggaran belanja yang digunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas
pemerintahan di daerah.

3. Pembiayaan yaitu setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun tahun-tahun an ggaran berikutnya.

Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai berikut:

a. Fungsi otorisasi bermakna bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk

merealisasi pendapatan dan belanja pada fahun bersangkutan. Tanpa
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dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk
dilaksanakan.

Fungsi perencanaan bermakna bahwa anggaran dacrah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan mengandung makna bahwa anggaran daerah menjadi
pedoman untuk menilai keberhasilan atan keéagalan penyelenggaraan
pemerintah daerah.

Fungsi alokasi mengandung makna bahwa anggaran daerah harus diarahkan
untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan
pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas
perekonomian daerah.

Fungsi distribusi memiliki makna bahwa kebijakan-kebijakan dalam
penganggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
Fungsi stabilitasi memiliki makna bahwa anggaran daerah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian
daerah.

Halim (2007 : 20) menyebutkan unsur-unsur yang dimiliki APBD sebagai

berikut:

1.

2.

Rencana kegiatan suatu daerah beserta uraiannya secara rinci;

Adanya sumber penerimaan yang merapakan target minimal untuk menutupi
biaya terkait aktivitas tersebut dan adanya biaya yang merupakan batas
maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan;

Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka; dan
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4. Periode anggaran biasanya satu tahun.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, menegaskan pengelolaan
keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan dan kepatutan. Kemampuan pemerintah ‘daerah dalam
mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang langsung maupun tidak langsung
mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan tﬁgas-
tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan sosial masyarakat (Halim, 2007 :
229-230).

Di dalam Pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1
dinyatakan laporan realisasi anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah
pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer,
surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan-

anggarannya dalam satu periode. LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos

sebagai berikut:

(a) Pendapatan (e) Penerimaan Pembiayaan
(b) Belanja (f) Pengeluaran Pembiayaan
{(c) Transfer (g) Pembiayaan Neto

(d) Surplus (Defisit) (h) SILPA/SIKPA
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2.5 Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Keuangan
Daerah dengan Analisis Rasio Keuangan
Organisasi sektor publik (pemerintah) merupakan organisasi yang bertujuan
untuk memberikan public services (pelayanan publik) kepada masyarakat dengan
sebaik-baiknya, misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keamanan, penegakan
hukum (law enforcement), transportasi dan sebagainya. Pelayanan publik diberikan
karena masyarakat merupakan salah satu stake holder organisasi sektor publik.
Sehingga pemerintah daerah tidak hanya menyampaikan laporan pertanggungjawaban
kepada pemerintah pusat saja (vertical reporting), tetapi juga kepada masyarakat luas
(horizomtal reporting).

Pengukuran kinerja pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan,
yaitu:

1. Membantu memperbaiki kinerja pemerintah dengan membantu pemerintah
berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja sehingga akan
meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam
pemberian pelayanan publik.

2. Pengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.

3. Mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi
kelembagaan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengukuran kinerja yang bertujuan untuk
membanty manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur

finansial dan nonfinansial. Sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat
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pengendalian organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan
reward and punishment system (sistem penghargaan dan hukuman).

Salah satu alat ukur kinerja adalah analisis rasio keuangan daerah yang
merupakan inti pengukuran kinerja sekaligus konsep pengelg‘olaan organisasi
pemerintah untuk menjamin dilakukannya pertanggungjawaban puﬁlik oleh lembaga-
lembaga pemerintah kepada masyarakat luas.

Halim (2007 : 232), analisis rasio keuangan pada APBD dilakukan dengan
membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya
sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu, dapat
pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan yang dimiliki
pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun
potensi daerahnya relatif sama wntuk melihat bagaimana posisi rasio keuangan
pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya. Hasil analisis rasio
keuangan tersebut dapat digunakan untuk (Halim, 2007 : 230):

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan
otonomi daerah.

2. Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam mercalisasikan penidapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalanfl membelanjakan
pendapatan daerahnya.

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan da:lam pembentukan
pendapatan daerah.

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatani dan pengeluaran

yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
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Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio kevangan pada APBD
ini adalah:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai wakil dari pemilik daerah
(masyarakat).

2. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.

3. Pemerintah pusat/provinsi sebagai bahan masukan dalam membina
pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

4. Masyarakat dan kreditur sebagai pihak yang akan turut memiliki saham
pemerintah daerah, bersedia memberikan pinjaman ataupun membeli obligasi.
Penggunaan analisis rasio sebagai al_at analisis kenangan secara luas sudah

diterapkan pada perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik,
khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas. Hal tersebut dikarenakan
(Halim, 2007 : 230-231):

a. Keterbatasan penyajian laporan keuangan pada lembaga pemerintah daerah
yang sifat dan cakupannya berbeda dengan penyajian laporan keuangan oleh
lembaga perusahaan yang bersifat komersial.

b. Selama ini penyusunan APBD sebagian masih dilakukan berdasarkan
perimbangan incremental bddget, yaitu besarnya masing-masing komponen
pendapatan dan pengeluaran dihitung dengan meningkatkan sejumlah
persentase tertentu (biasanya berdasarkan tingkat inflasi). Seharusnya APBD
disusun berdasrkan pendekatan kinerja {performance budger) menurut Pasal

20 PP Nomor 105.
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c. Penilaian keberhasilan APBD sebagai penilaian pertanggungjawaban

pengelolaan keuangan daerah lebih ditekankan pada pencapaian target
sehingga kurang memperhatikan‘ bagaimana perubahan yang terjadi pada
komposisi ataupun struktur APBD.

Beberapa rasio yang dapat dikembangkan berdasarkan data kevangan yang

bersumber dari APBD antara lain (Halim, 2007 : 232-241):

1.

Rasio Kemandirian

Rasio kemandirian menunjukkan tingkat kemampuan pemerintah daerah
untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan
kepada masyarakat. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar
kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan
daerah yang berasal dari sumber lain, seperti bantuan pemerintah pusat
ataupun dari pinjaman. Rasio ini menggambarkan tingkat ketergantungan
daerah terhadap sumber dana eksternal. Rasio kemandirian _dapat
diformuiasikan sebagai berikut:

Rasio Kemandirian
o _ Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Lain seperti Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi & Pinjaman

Kesimpulan ditarik dari rasio tersebut dengan berpatokan pada:
a. Apabila tingkat kemandirian 0% - 25% berarti kemampuan kenangan
daerah tersebut rendah sekali, maka daerah tersebut sangat tergantung kepada

pemerintah pusat yang berarti kinerjanya buruk dalam hal kemandirian.
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b. Apabila tingkat kemandirian 25% - 50% berarti kemampuan keuangan
daerah tersebut rendah, namun campur tangan pemerintah pusat mulai
berkurang dengan demikian dianggap kinerjanya agak baik dalam hal
kemandirian.

c. Apabila tingkat kemandirian 50% - 75% berarti kemampuan kevangan
daerah tersebut sedang, dengan demikian daerah yang bersangkutan tingkat
kemandiriannya mendekati mandiri dengan demikian dianggap kinerjanya
cukup baik dalam hal kemandirian.

d. Apabila tingkat kemandirian 75% - 100% berarti kemampuan kevangan
daerah tersebut tinggi, maka campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada
karena benar-benar mampu dan mandiri dengan demikian dianggap
kinerjanya sangat baik dalam hal kemandirian.

Rasio kemandirian juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam
pembangunan daerah. Artinya, semakin tinggi rasio kemandirian, semakin
tinggi pula partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi
daerah.

.” Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam
merealisasikan Pendapatan Asli Daerah yang direncanakan dibandingkan
dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Menurut Halim
(2007 : 234), apabila rasio efektivitas mencapai 1 (100%) berarti daerah

tersebut mampu menjalankan tugasnya dengan efektif. Semakin tinggi rasio
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efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rasio efektivitas
.dapat diformulasikan sebagai berikut:
Rasio Efektifitas

_ Realisasi Penerimaan Asli Daerah
- Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah

" Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 Tahun 1996,
kriteria nilai efektivitas keuangan daerah dapat dikatakan sangat efektif jika
nilai rasionya di atas 100 persen, efektif jika nilai rasionya 90-100 persen,
enkup efektif jika nilai rasionya 80-90 persen, kurang efektif jika nilai
rasionya 60-80 persen dan tidak efektif jika nilai rasionya kurang dari 60

persen.

. Rasio Aktivitas

Rasio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan
alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal.
Semakin besar persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin, maka
semakin kecil dana yang diz;lokasikan untuk belanja pembangunan. Secara
sederhana, rasio aktivitas dapat diformulasikan sebagai berikut:

TotalBelanjaRutin
Total APBD

RasioBelanjaRutin terledap APBD=

Total Belanja Pembangunan
Total APBD

Rasio BelanjaPembangunan terhadapAPBD =

Belum ada tolak ukur yang pasti berapa besarnya rasio belanja rutin maupun

pembangunan terhadap APBD yang ideal, karena sangat dipengaruhi oleh
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dinamisasi kegiatan pembangunan dan besarnya kebutuhan investasi yang
diperlukan untuk mencapai pertumbuhan yang ditargetkan. Namun demikian,-
sebagai daerah di negara berkembang, peranan pemerintah daerah untuk
memacu pelaksanaan pembangunan masih relatif besar. Oleh karena itu, rasio
belanja pembangunan yang relatif masih kecil perin ditingkatkan sesuai
dengan kebutuhan pembangunan di daerah.

. Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

Rasio pertumbuhan mengukur seberapa besar kemiampuan pemerintah daerah
dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai
dari satu periode ke periode berikutnya. Dengan d_iketahuinya pertumbuhan
untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran dapat
digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi yang perlu mendapat
perhatian. Rasio pertumbuhan terdi dari:

Rasio Pertumbuhan PAD = Realisasi PenerimaanPAD

Realisasi Penerimaan PAD_ |

Realisasi Penerimaan Pendapatan_
Realisasi Penerimaan Pendapatan__,

Rasio Pertumbuhan-Pendapatan =

Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin = ~—-oast Delanja Rutin,,

Realisasi Belanja Rutin

Realisasi Belanja Pembangunan
Realisasi Belanja Pembangunan_

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan =

Keterangan : X, =tahun yang dihitung

Xp-1 = tahun sebelumnya

33




2.6 Penelitian Terdahulu

Simatupang (2007} melakukan penelitian mengenai evaluasi APBD
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan indikator
efektivitas, efisiensi, perkembangan APBD dan kemampuan keuangan daerah,
dengan hasil penelitian bahwa Kabupaten Musi Banyuasin memiliki peringkat terbaik
atas evaluasi APBD yang dilakukan sedangkan Kabupaten Musi Rawas berada pada
peringkat terendah. Selain itu juga digunakan uji beda Kolmogorov Smirnov dengan
hasil bahwa terdapat perbedaan yang signifikan akan evaluasi pelaksanaan APBD
antar kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya berdasarkan Mann-Whitney
Test secara statistik tic{ak terdapat ‘ perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada
kabupaten dan kota, dan tidak terdapat perbedaan evaluasi pelaksanaan APBD pada
kabupaten/kota pemekaran dengan kabupaten/kota non pemekaran.

Selanjutnya Diana (2008) melakukan penelitian mengenai analisis kinerja atas
laporan kenangan pemerintah Provinsi se-Sumatera Bagian Selatan dengan indikator
kemandirian keuangan daerah, efektivitas, eﬁsieh’si, aktivitas dan perkembangan
APBD. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif dan
deskriptif kuantitatif dengan tujuan untuk melihat urutan peringkat evaluasi
pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi se-Sumatera Bagian
. Selatan dan untuk melihat elastisitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil
analisis menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Selatan menduduki peringkat
pertama dalam evaluasi pelaksanaan laporan keuangan pemerintah daerah dan hasil
analisis elastisitas menunjukkan secara rata-rata kelima provinsi memiliki nilai

elastisitas pendapatan asli daerah yang inelastis. Selain itu juga digunakan uji beda
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Kolmogorov Smimpv dengan hasil bahwa terdapat perbedaan yang nyata atas
.evaluasi pelaksanaan Laporan Keuangan pada Provinsi se-Sumatera Bagian S¢latan.

Elfianti (2009) melakukan penelitian dengan judul “Analisis Rasio Keuangan
Pemerintah Daerah Untuk Menilai Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat)’. Hasil dari penelitian ini yakni
kemandirian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah,
pemerintah daerah efektif dalam merealisasikan dan mengelola Pendapatan Asli
Daerah (PAD), pemerintah daerah masih fokus pada belanja operasi dan peran PAD
dalam membiayai belanja rutin dan pembangunan masih sangat rendah.

Putri Ella Dewi Maharani (2010) melakukan penelitian yang berjudul
“Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk Penilaian Kiperja (Studi
Kasus pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat)”. Hasil dari penelitian ini yakni
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memiliki kinerja yang baik selama tahun 2007-
2008. Kinerja yang baik terlihat dari realisasi pendapatan yang melampaui target,
realisasi belanja yang tidak melebihi plafon anggaran, dan tidak terdapat kesalahan
dalam penyusunan Neraca.

2.7 Kerangka Berpikir )

Pada penelitian ini akan dilakukan analisis perbandingan indikator kinerja
keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau yang
terdiri dari indikator kemandirian daerah, efektivitas dan aktivitas keuangan daerah
serta analisis pertumbuhan. Dari empat indikator ini akan dilakukan pemeringkatan

kinerja keuangan. pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Riau.

Selanjutnya juga akan dilihat perubahan kinerja keuangan Provinsi Sumatera Barat
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dan Rian apakah semakin meningkat, menurun, stabil atau berfluktuasi. Selanjutnya

dalam penelitian ini akan dilihat apakah ada perbedaan kinerja keuangan Provinsi

Sumatera Barat dan Riau.
Kinerja Keuangan o
Pemerintah Daerah Kinerja Keuangan
Provinsi it > Pemerintah Daerah
Sumatera Barat Provinsi Riau

2.8 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran di atas maka
hipotesis pada penelitian ini adalah:
Ho: Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah
Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau

H,: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau




BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Riau dengan menggunakan data yang berasal dari laporan keuangan pada masing-
masing provinsi tersebut. Variabel kinetrja keuangan daerah yang akan diteliti
meliputi empat indikator, yaitu kemandirian daerah, efektivitas dan aktivitas
keuangan daerah serta pertumbuhan pada tahun 2007 sampai dengan 2009. Data yang
&igunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu APBD dan Laporan
Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Rian

tahun 2007 sampai dengan tahun 2009.

3.2 Variabel dan Pengukuran

Variabel yang akan diamati yaitu kemandirian pemerintah daerah dalam
membiayai pengeluarannya, keefektifan pemerintah daerah dalam mengelola dan
merealisasikan APBD, aktivitas pemerintah daerah dalam belanja operasi dan
pembangunan atau modal serta pertumbuhan kemampuan pemerintah daerah dari
periode ke periode lainnya. -

Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio kemandirian, efektivitas,
aktivitas, dan pertumbuhan. Kinefja kemandirian dinilai dengan jika rasio
kemandirian makin besar maka ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah

pusat makin rendah. Kinerja pemerintah daerah dinilai efektif jika menghasilkan rasio

1 (satu) atau 100%. Kinerja aktivitas dinilai baik jika belanja modal/pembangunan




yang dilakukan pemerintah daerah lebih besar dibandingkan dengan belanja
rutinfoperasi pada tahun anggaran tersebut. Kinerja pertumbuhan dinilai dengan
membandingkan realisasi anggaran tahun saat ini dengan realisasi anggaran tahun

sebelumnya.

3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Kinerja kevnangan pemerintah daerah adalah kemampuan pemerintah daerah
dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran daerah baik yang berasal dari
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tersebut dalam satuan moneter
sebagai bentuk pertanggungjawabannya ke pemerintah pusat dan masyarakat.
Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio
keuangan (Halim, 2007 : 232-241) yang terdiri dari rasio kemandirian, rasio
efektivitas, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan. Rasio keuangan tersebut
dihitung dengan menggunakan angka-angka yang terdapat pada Laporan
Realisasi APBD.

2. Kemandirian adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri
kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang
telah membayar pajak dan retﬁbusi sebagai sumber pendapatan yang
diperlukan daerah (Mahmudi, 2007 : 128).

3. Efektivitas adalah kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD
yang direncanakan dibandingkan.dengan target yang ditetapkan (Mahmudi,

2007 : 129).
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:

4. Aktivitas keuangan daerah adalah bagaimana pemerintah daerah memperoleh
.dan membelanjakan pendapatan daerahnya.

5. Pertumbuhan mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam
mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang telah dicapai dari satu
periode ke periode berikutnya.

Dimensi dari variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah:

Kemandirian
Efektivitas
Kinerja Kenangan
Aktivitas Pemerintah Daerah
Provinsi
Pertumbuhan
Elemen dari dimensi yang akan diamati:
Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kemandirian
Pendapatan lain dan pinjaman
Realisasi PAD
Efektivitas
Target PAD
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Total belanja rutin
Aktivitas Total belanja pembangunan
Total APBD
Realisasi penerimaan PAD tahun
ini

Realisasi penerimaan PAD tahun
sebelumnya

Realisasi penerimaan pendapatan
tahun ini

Realisasi penerimaan pendapatan
tahun sebelumnya

Pertumbuhan

Realisasi Belanja Rutin tahun ini

Realisasi Belanja Rutin tahun
sebelumnya

Realisasi Penerimaan PAD tahun
ini

Realisasi Penerimaan PAD tahun
sebelumnya

3.4 Data dan Metode Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa APBD
dan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat

dan Riau yang diperoleh melalui website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan
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Keuangan RI dengan alamat www.djpk.depkeu.co.id. Selain itu, juga diperoleh data
dari Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Sumatera Barat dan Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumatera Barat dengan berkunjung ke lokasinya.
3.5 Metode Analisis Data

3.5.1 Analisis Rasio Keuangan

Untuk menganalisis data dan informasi, penulis menggunakan analisis
kuantitatif berupa analisis rasio kinerja yang dikembangkan oleh Halim (2007 : 232-
241) meliputi:

(1) Rasio Kemandirian

Pendapatan Asli Daerah
Bantuan Pemerintah Pusat/Propinsi & Pinjaman

Rasio Kemandirian =

(2) Rasio Efektivitas
RasioEfektifitas

Realisasi Penerimaan Asli Daerah

K Target Penerimaan PAD yang Ditetapkan Berdasarka n Potensi Riil Daerah
(3) Rasjo Aktivitas

Total BelanjaRutin
Total APBD

RasioBelanjaRutin terladap APBD=

Total Belanja Pembangunan
Total APBD

RasioBelanjaPembanguna terhadapAPBD=

(4) Rasio Pertumbuhan (Growth Ratio)

RealisasiPenerimaan PAD,
Realisasi Penerimaan PAD_

Rasjo Pertumbuhan PAD =
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Realisasi Penerimaan Pendapatan
Realisasi Penerimaan Pendapatan |

Rasio Pertumbuhan Pendapatan =

RealisasiBelanjaRutin

Rasio Pertumbuha BelanjaRutin= — - -
RealisasiBelanjaRutin_

Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan

_ Realisasi Belanja Pembanguna n
Realisasi Belanja Pembanguna n,__,

Keterangan : x, = tahun yang dihitung
Xg.1 = tahun sebelumnya

3.5.2 Analisis Uji Beda Kolmogoroy Smirnov

Pengujian Kolmogorov Smirnov dilakukan untuk uji beda dengan satu sampel.
Pada penelitian ini Kolmogorov Smirnov dilakukan untuk melihat apakah terdapat
perbedaan signifikan antara kinerja kevangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera
Barat dengan Provinsi Riau. Untuk mengetahuinya, hal tersebut diuji dengan
hipotesis sebagai berikut:
Ho: Tidak terdapat perbedaah signifikan antara kinerja kewangan pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.
H.: Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah

Provinsi Sumatera Barat déngan Provinsi Riau.

Menurut Sugianto (2007 : 318) jika nilai asymp sig (asymptotic significance)
hasil pengujian lebih besar dari 0,05 maka Hy diterima, sebaliknya jika asymp sig

hasil penguijian kurang dari 0,05 maka H, diterima.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data berupa laporan
keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau tahun 2007 sampai
tahun 2009 dengan‘ tujuan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Barat dan Riau lalu dibandingkan kinerja dari kedua pemerintah daerah
tersebut. Dengan melakukan perhitungan menggunakan data yang berasal dari APBD
dan Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan
Riau tahun 2007 sampai tahun 2009 maka diperoleh hasil sebagai berikut:

4.1 Rasio Kemandirian (%)

Tabel 4.1 Perhitungan Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah Provinsi
Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)

No. Provinsi Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 Rata-rata
1. | Sumatera Barat 61.50 66.29 ‘ 46.22 58.00
2. | Riau 38.97 46,85 49.16 44.99

Dari .hasil perhitungan rasio di atas, didapatkan hasil bahwa tingkat
kemandirian Provinsi Sumatera Barat lebih baik dibandingkan Provinsi Riau pada
tahun 2007 dan 2008 sedangkan pada tahun 2009 tingkat kemandirian Provinsi Riau
lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat. Tingkat kemandirian Provinsi Riau
mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, lain hal Provinsi Sumatera Barat yang
mengalami penurunan yang cukup tajam pada tahun 2009. Pada tahun 2007 dan 2008

kemampuan keuangan Provinsi Sumatera Barat dalam kondisi sedang, dikatakan
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kinerjanya cukup baik. Pada tahun 2009 Provinsi Sumatera Barat dengan kemampuan
keuangan rendah dan kinerjanya agak baik. Provinsi Rias memiliki kemampuan
keuangan rendah selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2007 sampai tahun 2009,
campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang dan kinerjanya agak baik. Dapat
ditarik kesimpulan bahwa secara rata-rata selama tiga tahun terakhir, kinerja
pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat lebih baik daripada Provinsi Riau
sechingga dapat dikatakan kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Barat juga lebih baik dibandingkan pemerintah daerah Provinsi Riau.
Perbandingan tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau
dapat dilihat pada gambar di bawabh ini.

Gambar 4.1 Perbandingan Tren Rasio Kemandirian Pemerintah Daerah
Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Taliun 2007-2009)

0.7
0.6
0.5 /W>qg
2
E 0.4 -
03 —o=Sumatera Barat
0.2 =m—Riau
0.1
0
2007 2008 2009
Tahun

Tingkat kemandirian Provinsi Sumatera Barat cenderung berfluktuasi,
mengalami peningkatan lalu menurun di tahun berikutnya. Tingkat kemandirian

Provinsi Riau meningkat tiap tahun sehingga bisa dikatakan stabil. Pada tahun 2007
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| No. Provinsi Tahun 2007 | Tabun 2008 | Tahun 2009 Rata-rata
1. | Sumatera Barat 1.18 1.41 1.02 1.20
2. | Riau 1.27 1.36 1.06 1.23

dan 2008, tingkat kemandirian kedua provinsi berbeda cukup jauh namun pada tahun
2009, tingkat kemandirian kedua pemerintah daerah provinsi hampir sama yang
terlihat di kurva yang bersinggungan.

4.2 Rasio Efektivitas

Tabel 4.2 Perhitungan Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)

Dari hasil di atas didapatkan bahwa Provinsi Riau memiliki tingkat
keefektifan yang lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2007 dan
2009 sedangkan pada tahun 2008, Provinsi Sumatera Barat memiliki tingkat
keefektifan yang lebih baik daripada Provinsi Riau. Secara keseluruhan kita dapat
menyimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau
sangat efektif karena rasio efektivitas yang besar dari 1 (100%) namun secara rata-
rata, efektivitas Provinsi Riau lebih baik daripada Provinsi Sumatera Barat.

Perbandingan efektivitas Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau dapat

dilihat di gambar berikut ini.
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Gambar4:2 Perbandingan Tren-Rasio Efektivitas Pemerintah Daerah-Provinsi-
Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)
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Efektivitas kedua provinsi hampir sama besarnya pada tah;m 2007, 2008, dan
2009 dilihat dari kurva yang bersinggungan. Namun secara rata-rata dari tiga tahun
berturut-turut, Provinsi Riau memiliki tingkat efektivitas yang lebih baik daripada
Provinsi Sumatera Barat, Tingkat efektivitas dari kedua pemerintah daerah provinsi

dikatakan sangat efektif karena tingkat efektivitas di atas 100%.
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4.3 Rasio Aktivitas

Tabel 4.3 Perhitungan Rasio Aktivitas Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera
Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)

No. Rasio/Provinsi Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Rata-rata
1. | Rasio Belanja Rutin terhadap
APBD
a. | Sumatera Barat 0.83 0.82 0.80 0.80
b. | Rian 0.66 0.74 0.73 0.71
2. | Rasio Belanja Pembangunan
terhadap APBD
a. | Sumatera Barat 0.17 0.18 0.20 0.20
b. | Riau 0.34 .26 0.27 0.29

Dari perhitungan di atas, didapatkan hasil bahwa Provinsi Sumatera Barat
memiliki rasio aktivitas yang lebih tinggi yakni pada rasio belanja rutin terhadap
APBD daripada Provinsi Riau. Sedangkan untuk rasio belanja pembangunan terhadap
APBD, Provinsi Riau memiliki rasio yang lebih tinggi daripada Provinsi Sumatera
Barat. Hal ini berarti bahwa aktivitas Provinsi Sumatera Barat lebih besar untuk
~membiayai belanja rutin sedangkan Provinsi Riau lebih banyak beraktivitas untuk
belanja pembangunan. Aktivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam
belanja rutin mengalami penurunan dari tahun ke tahun dan belanja modal mengalamj
peninékatan dari tahun ke tahun. Aktivitas Provinsi Riau dalam belanja rutin dan
belanja modal mengalami peningkatan dan penurunan, dimana saat terjadi
peningkatan belanja rutin disertai dengan penurunan belanja modal dan saat
peningkatan belanja modal maka belanja rutin menurun. Kesimpulannya, kinerja

pémerintah daerah Provinsi Riau lebih baik daripada pemerintah daerah Provinsi
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Sumnatera Barat karena kinerja aktivitas dinilai baik jika aktivitas belanja modal yang

lebih besar dari belanja rutin.

Untuk lebih jelasnya, kita dapat melihat perbandingan rasio belanja rutin dan

belanja modal pada kedua provinsi sebagai berikut ini:

Gambar 4.3

Perbandingan Tren Rasio Belanja Rutin terhadap APBD
Pemerintah Daerah-Provinsi-Sumatera Barat dan-Riau-
(Tahun 2007-2009)
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Gambar 4.4 Perbandingan Tren Rasio Belanja Pembangunan terhadap APBD
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4.4 Rasio Pertumbuhan

Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)

Tabel 4.4 Perhitungan Rasio Pertumbuhan Pemerintah Daerah Provinsi

No. Rasio/Provinsi Tahun 2007 | Tahun 2008 | Tahun 2009 | Rata-rata
1. | Rasio Pertumbuhan PAD
a. | Sumatera Barat 115 1.38 0.94 1.15
b. | Riau 130 118 0.92 113
2. | Rasio Pertumbuhan
Pendapatan
a. | Sumatera Barat 1.21 1.38 1.18 1.25
b. | Riau 0.95 1.22 0.78 0.98
3. | Rasio Pertumbuhan Belanja
Rutin )
a. | Samatera Barat 1.30 1.30 1.16 1.24
b. | Riam 0.99 1.15 0.87 1
4. | Rasio Pertumbuhan Belanja
Pembangunan
a. |.Sumatera Barat 1.04 1.40 1.28 1.31
b. | Riau 1.07 0.79 0.94 0.95

Dari perhitungan di atas, dapat kita ketahui bahwa PAD Provinsi Sumatera

Barat mengalami pertumbuhan yang lebih baik dibandingkan dengan Provinsi Riau

pada tahun 2008 dan 2009. Pertumbuhan PAD Provinsi Riau terus mengalami

penurunan dari tahun 2007 sampai tahun 2009. Pertumbuhan pendapatan pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Barat pada tiga tahun pengamatan lebih baik daripada

pemerintah daerah Provinsi Riau yakni tahun 2007 sampai 2009. Rasio pertumbuhan

lebih besar daripada Provinsi Riau.
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Perbandingan rasio pertumbuhan pada kedua provinsi disajikan di bawah ini:

Gambar 4.5 Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau
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Gambar 4.6 Kurva Perbandingan Pertumbuhan Pendapatan Pemerintah
Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)
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Gambar 4.7 Kurva Perbandingan-Pertumbuhan-Belanja Rufin Pemerintab-
Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)
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Gambar 4.8 Kurva Perbandingan Pertumbuhan Belanja Pembangunan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat dan Rian
(Tahun 2007-2009)
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4.5 Analisis Uji Beda dengan Kolmogorov Smirnoy
Dari perhitungan di atas, maka akan didapatkan rasio-rasio sebagai-ukuran

kinerja seperti di dalam tabel berikut:
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Tabel 4.5- Perbandingan-Kinerja-Keuangan-Pemerintah Daerah-Provinsi
Sumatera Barat dan Riau (Tahun 2007-2009)

“No. | Provinsi | Kemandirian | Efektivitas | Aktivitas | Pertumbuhan | _ Rata-rata
1. Sumbar 0.59 1.2 132 1.24 1.09
2. | Riau 0.45 1.23 0.5 1.02 0.8

Rasio tersebut akan diuji dengan Kolmogorov Smirnov pada aplikasi SPSS
versi 17 untuk didapatkan hasil apakah terdapat perbedaan signifikan antara kinérja
keuangan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Uji Kolmogorov Smirnov merupakan pengujian normalitas yang banyak
dipakai, terutama setelah adanya banyak program statistik yang beredar. Kelebihan
dari uji ini adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi di antara satu
pengamat dengan pengamat yang lain, yang sering terjadi pada uji normalitas dengan
menggunakan grafik. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah
dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan
distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah
ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya
uji Kolmbgorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan
data normal baku. Seperti pada uji beda biasa, jika signifikansi di bawah 0,05 berarti
terdapat perbedaan yang signifikan, dan jika signifikansi di atas 0,05 maka tidak
terjadi perbedaan yang signifikan. Penerapan pada wji Kolmogorov Smirnov adalah
bahwa jika signifikansi di bawah 0,05 berarti data yang akan diuji mempunyai
perbedaan yang signifikan dengan data normal baku, dengan kata lain, data tersebut

tidak normal (http://www.konsultanstatistik.com/2009/03/uji-normalitas-dengan-

kolmogorov.html).
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Untuk mengetahui hal tersebut di atas diuji dengan hipotesis sebagai berikut:
Hy: ;I‘idak terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah
daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.
H,: Terdapat perbedaan signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah
Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Riau.

Hasil uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Gambar 4.9 Hasil Uji Beda dengan Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smimov Test

* Sumbar fiau
N - 4 4
Normal Parameters™® Mean 1.0875 .8000
Std. Deviation .33540 .38549
[Most Extreme: Differences  Absolute 381 282
Positive 244 .282
Negative -.381 -.2161
Kolmogorov-Smimov Z 763 564
Asymp. Sig. (2-tailed) 608 909}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Nilai asymp lebih dari 0.05 (0.606 > 0.05 dan 0.909 > 0.05) maka H, diterima
dan H, ditolak. Berarti tidak ada perbedaan signifikan kinerja keuangan pemerintah

daerah Provinsi Sumatera Barat déngan Riau.
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BAB YV
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Tingkat kemandirian pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun
2007 dan 2008 lebih baik dibandingkan pemerintah daerah Provinsi Riau.
Pada tahun 2009, pemerintah daerah Provinsi Riau memiliki tingkat
kemandirian yang lebih baik daripada pemerintah daerah Provinsi Sumatera
Barat. Tingkat kemandirian pemerintah <§1aerah Provinsi Sumatera Barat secara
rata-rata lebih baik jika dibandingkan dengan pemerintah draeral; Provinsi
Riau.

2. Tingkat efektivitas pemerintah daerah Provinsi Riau pada tahun 2007 dan
2009 lebih tinggi daripada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat.
Sedangkan pada tahun 2008, tingkat efektivitas pemerintah daerah Provinsi
Sumatera Barat lebih tinggi daripada pemerintah daerah Provinsi Riau.
Tingkat efektivitas pemerintah daerah Provinsi Riau secara rata-rata lebih
tinggi daripada pemerintah daeral_l Provinsi Sumatera Barat. Walaupun, kedua
pemerintah daerah tersecbut sama-sama dikategorikan sangat efektif.

3. Rasio aktivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dalam belanja
rutin lebih besar daripada pemerintah daerah Provinsi Riau selama tiga tahun
pengamatan. Rasio aktivitas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat
dalam belanja pembangunan lebih kecil dibandingkan dengan pemerintah

daerah Provinsi Riau selama tiga tahun pengamatan. Hal ini menunjukkan
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pemerintah daerah Sumatera Barat cenderung melakukan belanja rutin yang
lebih besar daripada belanja pembangunan sedangkan pemerintah daerah
Provinsi Riau melakukan belanja pembangunan yang lebih besar daripada’
belanja pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat namun
porsi belanja rutin lebih besar daripada belanja pembangunan.

Tingkat pertumbuban Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan, belanja
rutin dan belanja pembangunan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat
lebih baik dibandingkan pemerintah daerah Provinsi Riau selama tiga tahun

pengamatan.

. Hasil uji beda dengan Kolmogorov Smirnov yakni tidak ada perbedaan

signifikan antara kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Sumatera

Barat dengan Provinsi Riau.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Data mengenai biaya yang dikeluarkan untuk memungut Pendapatan Asli

Daerah (PAD) tidak diperoleh karena tidak adanya pemisahan biaya yang jelas untuk

kegiatan pemungutan PAD.

5.3 Saran

1.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian dengan
menggunakan indikator yang lainnya.

Peneliti selanjutnya dapat menambah lamanya periode penelitian untuk
didapatkan hasil yang lebih memperlihatkan perkembangan kinerja keuangan

pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan Riau.
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LAMPIRAN

Provinsi Realisasi Tahun 2006 (Ribu Ruplah)
Pendapatan PAD Belanja Rutin | Belanjs Pembangunan
| Sumbar | 1,058,664,160| 504,408,100] 993,451,780 210,126,560
‘ Riau 3,579,679,040| 964,668,290] 3,043,609,390 1,358,205,750
|
Provinsi , Realisasi tahunr 2007 (Ribu Ruplah) APBD Tahun 2007 (Ribu Rupiah)
Pendapatan PAD Belanja Rutin | Belanja Pembangunan| Pendapatan Eksternal| Total APBD Belanja PAD
Sumbar | 1,281,399,813| 571,607,517 1,241,730,96] 259,261,224 929,384,668 1,500,992,185 482,765,593
Riau 3,413,009,700} 1,257,064,415¢ 2,972,559,154 1,508,724,965 3,225,398,169 4,482,462,584 990,224,116
Provinsi Realisasi tahun ?008 (Ribu Rupiah) 1 APBD Tahun 2008 (ribu rupiah)
Pendapatan PAD Belanja Rutin | Belanja Pembangunan) Pendapatan Eksternal| Total APBD Belanja PAD
Sumbar | 1,723,767,565| 790,087,768] 1,619,585,229 362,102,930 1,191,719,136 1,981,806,904 562,292,000
Riau 4,164,943,199(1,477,579,373] 3,418,431,912 1,195,266,683 3,153,383,667 4,630,963,040 1,089,591,000
IPropvlns , Realisasl tahun 2009 (Ribu Rupiah) APBD Tahun 2009 (Ribu Rupiah)
Pendapatan PAD Belanja Rutin | Belanja Pembangunan| Pendapatan Eksternal| Total APBD Belanja PAD
Sumbar | 2,026,241,165| 739,747,093] 1,875,814,141 462,031,796 1,600,523,354 2,340,270,447 723,758,000.00
Riau 3,231,912,094]1,352,412,744] 2,982,495,097 1,119,393,869 2,750,576,222 4,102,988,566 1,276,253,000.00

Sumber : Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan RI (diolah)




